BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelumnya merupakan bagian
dari Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang
No. 27 Tahun 2000 yang memiliki potensi di bidang perkebunan, perikanan,
pertambangan, dan pariwisata serta mempunyai prospek yang baik bagi
pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri dan luar negeri. Sebagai penghasil
lada putih dan timah terbesar di Indonesia seharusnya menjadi perhatian yang
serius bagi pemerintah mengawasi lahan produktif pertanian lada putih untuk
tidak menjadi lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit yang
berskala besar. Perkebunan tidak hanya dikelola masyarakat lokal tetapi
jumlah perkebunan besar kelapa sawit naik pada tahun 2016 menjadi 62
perusahan. Peningkatan juga terlihat dari produksi lada putih pada tahun 2017
yang memiliki brand yaitu Muntok White Pepper dari Komite Ekonomi dan
Industri Nasional Republik Indonesia (BPS Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, 2018: 20-21)

Zamroni (2007: 17) berpendapat bahwa perkembangan masyarakat
modern diawali dari ekonomi berbasis produksi pertanian dan pertambangan
dengan tenaga manusia atau tenaga mesin yang membentuk masyarakat yang
agraris. Transisi perkembangan pengetahuan masyarakat melahirkan masalah
lingkungan hidup bersumber pada perilaku manusia yang tidak bertanggung

jawab dalam mengelola kekayaan sumber daya alam. Keraf (2014: 67)



mengemukakan bahwa sikap dan perilaku manusia yang telah melahirkan
kebijakan dan pola hidup yang menghancurkan lingkungan hidup termasuk
kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa sistem
pengelolaan lingkungan telah gagal membuat pembangunan berwawasan
lingkungan.

Shiva (1997: 53) mengemukakan bahwa dualisme antara manusia dan
alam yang telah memungkinkan terjadi penaklukan lingkungan oleh manusia.
Namun demikian, cara pandang ini membebaskan manusia untuk
memperoleh ekonomi secara masif tanpa mempertimbangkan masyarakat
sipil. Disamping itu, masyarakat membutuhkan sumber daya alam untuk
bertahan hidup. Menciptakan masyarakat sipil yang kuat membutuhkan
pengembangan organisasi gerakan lingkungan yang demokratis (Brulle, 2000:
73). Perkembangan masyarakat yang demokratis diperlukan gerakan
lingkungan yang terorganisasi untuk mengawasi industri pertambangan dan
pertanian.

Peran pemerintah dan organisasi berbasis lingkungan mempunyai
keterlibatan yang bergerak pada bidang penyelamatan sumber daya alam
dengan mengadakan program tentang pengelolaan lingkungan hidup. Peran
kunci pemerintah adalah memfasilitasi keterlibatan kelompok masyarakat
dengan pemerintah dan NGO (Palmer, 2003: 212). Pemangku kepentingan
(stakeholder) utama dalam industri pertambangan timah; pemerintah pusat,
pemerintah daerah, masyarakat setempat, penambangan dan pemasok skala

kecil, produsen dan investor serta penegakan hukum (Irawan, dkk 2014: 75).



Pemangku kepentingan pemerintah tidak terlibat langsung dalam kegiatan
penambangan timah tetapi sangat mempengaruhi keberlanjutan industri
pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pemerintah (government) adalah aktor terpenting dalam membentuk
environmental politics, peran masyarakat sipil dan NGO lingkungan
Indonesia relatif kuat walaupun pemerintah masih aktor paling kuat dalam tata
kelola lingkungan. Dengan demikian, pemerintah merupakan sumber penting
bagi wartawan lingkungan yang memainkan peran utama menetapkan
masalah lingkungan dalam agenda kegiatan (Shin, 2015 :77; Sachsman &
Valenti, 2015: 160).

Isu strategis permasalahan rencana pembangunan jangka menengah
daerah di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini
diidentifikasi berdasarkan faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan
kegagalan kinerja di masa lalu, sehingga menjadi fokus perhatian dimasa
mendatang tentang permasalahan lingkungan hidup sebagai berikut. Pertama,
masth rendahnya kinerja pelayanan air bersih dan krisis air baku karena
pencemaran yang cukup tinggi akibat aktivitas tambang timah rakyat. Kedua,
belum adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional dan pengelolaan
sampah dengan pendekatan 3R. Ketiga, kurang berfungsinya aparatur
penegak hukum dan pengawasan dalam menindak para penjahat lingkungan
seperti, illegal logging, illegal minning, unregulated, unreported fishing
dalam kawasan hutan. Keempat, belum adanya penetapan zonasi laut yang

memungkinkan terjadinya konflik kepentingan antar sektor terutama sektor



kelautan dan perikanan, sektor pertambangan dan sektor pariwisata. Kelima,
terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke fungsi lainnya seperti perkebunan
dan pertambangan. Keenam, masih rendahnya tingkat kesadaran dan peran
serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup seperti,
degradasi lingkungan sungai dan pantai akibat pertambangan serta belum
optimalnya pengelolaan lahan kritis reklamasi pasca penambangan (Renstra
DLH, 2017-2022: 44).

Program pelestarian sumber daya alam diperlukan untuk menghindari
dampak negatif pasca penambangan. Hasil penelitian Subowo (2011: 83)
menunjukkan bahwa untuk memulihkan tanah penambangan dengan
melakukan reklamasi lahan secara langsung setelah selesai penambangan
dengan penanaman kembali tanaman dan pemeliharaan sampai mencapai
klimaks ekosistem sesuai yang diharapkan. Reklamasi lahan yang rusak
menjadi proses yang lambat atau relatif cepat tergantung pada tingkat
kerusakan. Oleh karena itu, skema reklamasi mempertimbangkan beberapa
jenis intervensi manusia dapat dipercepat untuk proses restorasi dan
mengembalikan lingkungan yang rusak (Antwi, et al, 2014: 1). Peraturan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Pertambangan Mineral bahwa reklamasi merupakan kegiatan
yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata,
memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat

berfungsi kembali sesuai peruntukannya.



Sampah sebagai masalah lingkungan menjadi tugas pemerintah untuk
mencari solusi dan pandangan untuk meminimalkan dampak lingkungan dari
sampah. Pemisahan sampah, daur ulang, pengomposan, biometanisasi dan
biogas adalah beberapa solusi untuk mengubah perilaku masyarakat
(Anantharaman, 2014: 180). Temuan ini menyoroti ketidaksejajaran antara
pengetahuan masyarakat tentang perubahan lingkungan yang diperoleh
sebagian besar setelah dampak solusi terlihat dan diberikan partisipasi publik
(Benham, 2017: 16).

Fenomena isu lingkungan hidup memerlukan biaya yang cukup besar
dalam memberikan kesadaran publik. Kajian Latchem (2018: 160)
menyatakan bahwa pengurangan biaya melalui fasilitas produksi media dapat
menggunakan radio, televisi, dan internet untuk tujuan meningkatkan
kesadaran publik dan pemahaman tentang masalah lingkungan,
mendokumentasikan keadaan degradasi lingkungan, melobi untuk reformasi
kebijakan dan mengumpulkan dana untuk kampanye. Sekarang, publikasi
media online seperti blog, Twitter, video YouTube dan Facebook memberikan
perkenalan tentang masalah lingkungan yang di produksi tidak hanya oleh
wartawan tetapi juga dilakukan oleh organisasi masyarakat, pemerintah,
industri dan individu pribadi (Peeples, 2015: 144-145).

Isu lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memunculkan
berbagai kelahiran organisasi gerakan sosial yang didorong untuk mencari
model partisipasi dalam kegiatan secara mandiri, proses demokrasi dalam

kehidupan sosial masyarakat secara lebih luas. Studi Fakih (1998: 50-51)



menunjukkan ada beberapa ciri gerakan sosial seperti, gerakan buru
pertanian, perjuangan gerakan lingkungan dan hubungan hegomoni ideologis
kultural, pendidikan dan lingkungan. Peran organisasi gerakan sosial di
Indonesia, khususnya gerakan LSM ditempatkan dalam proses transformasi
yang berkomitmen untuk menciptakan ideologi yang lebih baik, mencari
solusi pemecahan masalah sosial dan melawan diskursus pembangunan
(Fakih, 1998: 60). Gerakan lingkungan hidup dalam pandangan Shiva &
Maria (2007: 11) untuk mengungkap tabir kerusakan lingkungan dan biaya
sosial yang diakibatkan oleh pembangunan fisik. Perlindungan terhadap
lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini diperlukan
dengan memperkuat gerakan sosial baru yang aktivitasnya berkaitan dengan
isu lingkungan.

Munculnya isu lingkungan membawa lahirnya gerakan organisasi
berbasis lingkungan. Laporan UNDP (2015: 36) tentang Provincial Climate
Public Expenditure and Institutional Review (CPEIR) Bangka Belitung Island
of Indonesia menyatakan bahwa WALHI sebagai LSM paling terkemuka
yang sering dikutip oleh media lokal dalam mengangkat isu kerusakan
lingkungan dan dampak mata pencaharian. Mengangkat masalah lingkungan
untuk indonesia pada saat ini populer dilakukan WALHI terutama pada
wilayah seperti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang banyak terdapat
isu kerusakan lingkungan akibat dari penambangan. Proses mengembalikan
hak-hak rakyat untuk berpartisipai dalam kegiatan LSM lingkungan terbesar

di Indonesia dikenal WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) yang



berkembang di Bangka Belitung pada tahun 2008. Demokrasi merupakan
faktor utama yang berkontribusi terhadap tindakan politik yang dilakukan
oleh WALHI (Nomura, 2009: 270).

Perluasan gerakan lingkungan memberikan gambaran pesat topik isu
kampanye lingkungan yang dibawa oleh Gabungan Pecinta Alam Belitung
(GAPABEL) cukup beragam tentang kepedulian terhadap lingkungan yaitu
penolakan tambang laut, perambahan hutan, mangrove dan juga kesadaran
tentang kepedulian terhadap sampah (W/PH-KetGAPABEL/29/4/2018).
Gerakan-gerakan protes menandakan adanya perubahan yang melembaga dan
dapat memperoleh pengawasan terhadap akses ke dalam kekuasaan
(Eisenstadt, 1986: 58). Perlawanan organisasi berbasis lingkungan dan
masyarakat lokal bisa dilihat pada kasus penolakan Hutan Tanaman Industri
(HTT) dan Tambang laut. Masyarakat merasa mendapatkan dampak negatif
hadirnya perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan
pendapatan masyarakat lokal menjadi berkurang. WALHI dan GAPABEL
yang bergerak dalam gerakan lingkungan/ekologi memberikan program
penyuluhan-penyuluhan tentang bagaimana membentuk karakter peduli
lingkungan dengan upaya penyadaran kritis masyarakat dalam menghadapi
kerusakan lingkungan hidup.

Kalidjernih  (2011:160) menyatakan bahwa gerakan lingkungan
berupaya melakukan penyadaran atas saling ketergantungan manusia dan
alam yang dapat mempengaruhi pola hidup dan perilaku manusia. Penyadaran

manusia mendapatkan mutu lingkungan yang baik dengan usaha membesar



manfaat lingkungan dan memperkecil risiko lingkungan (Soemarwoto, 1991:
73). Gerakan lingkungan memiliki tiga komponen penting; pertama, gerakan
lingkungan yang sukarela contohnya WALHI di Indonesia. Kedua, Gerakan
berbasis masyarakat. Ketiga, gerakan lingkungan yang berbasis lembaga-
lembaga pemerintah khususnya dinas lingkungan hidup di Indonesia
(Aditjondro, 2003: 166). Komponen tersebut mengisyaratkan gerakan
lingkungan mempunyai konsistensi dalam menangani isu-isu dan masalah
lingkungan yang ada di Bangka Belitung.

Gerakan ekologi merupakan gerakan politik untuk melestarikan
lingkungan untuk bertahan hidup dimana alam dilestarikan tanpa kekerasan.
Gerakan ekologi telah sering dinyatakan sebagai proyek transformasi, dalam
hal ini tentu saja pemikiran kewarganegaraan ekologis (ecological
citizenship) telah menjadi tantangan bagi wacana politik dan etika yang
mapan (Smith & Pangsapa 2008: 55).

Setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga lingkungan sesuai
dengan pengetahuan baru yang diperlukan untuk mengidentifikasi nilai dan
tujuan bertindak sesuai pengetahuan terbaik. Smith & Pangsapa (2008: 9)
mengartikan generasi baru ekologi sebagai kewarganegaraan ekologis adalah
bagian dari generasi baru jenis citizenship yang menganggap serius politik
kewajiban. Dari penjelasan tersebut tampak jelas bahwa masyarakat Bangka
Belitung perlu generasi baru dalam menanggapi secara serius permasalahan
lingkungan dalam ruang publik. Pelaksanaan sosialisasi untuk gerakan

kewarganegaraan ekologis yaitu terjalinnya hubungan yang baik antara



manusia dan alam sekitar, kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban
yang berwawasan ekonomi terlaksana karena dalam program penyuluhan.
Program bersih-bersih pantai, pembibitan mangrove, penanaman pohon
mangrove diwujudkan dengan kesadaran bersama untuk mewujudkan
kewarganegaraan ekologis (Nurmayanti & Harmanto, 2017: 83).

Konsep kewarganegaraan ekologis ditentukan dalam upaya untuk
memperluas wacana kesejahteraan sosial untuk mengenali prinsip-prinsip
universal yang berkaitan dengan hak-hak lingkungan berlandaskan hukum,
budaya dan politik (Christoff, 1995: 159). Gerakan kewarganegaraan ekologis
diharapkan menimbulkan kesadaran lingkungan global serta munculnya opini
publik yang semakin peduli terhadap pelestarian lingkungan lokal dan global
yang menambahkan makna baru pada konsep citizenship. Konsep
kewarganegaraan ekologis memperluas gagasan kewarganegaraan dari hak
politik atau hak atas layanan sosial dan moral identity untuk melindungi
seseorang dari kerusakan lingkungan (Biagi & Ferro, 2011: 2; Lee, 2018: 2).

Pendidikan lingkungan non formal melalui media massa yang populer
harus digunakan lebih luas dan sering, informasi lebih rinci tentang
lingkungan harus disediakan dalam surat kabar dan sarana lainnya. Manusia
terus-menerus memperoleh manfaat dari lingkungan untuk memenuhi
kebutuhan. Lingkungan pada dasarnya telah digunakan untuk memperluas
habitat dan memperbaiki kualitas hidup manusia yang saling mendukung
untuk berkumpul dengan spesies lain di ekosistem. Masalah lingkungan

global tidak dapat dipahami tanpa kontribusi substansial oleh ilmu sosial,



karena pendekatan sosial sangat diperlukan untuk menerapkan pelestarian
lingkungan kebijakan di masyarakat (Sudarmadi, dkk., 2011: 169). Oleh
karena itu, perlunya pendidikan lingkungan di masyarakat tentang isu-isu
penting sumber daya alam dan mekanisme penyelesaian masalah yang
tersedia untuk mengatasi masalah-masalah tersebut (Fraser & Jamieson,
2003: 297).

Sasaran pendidikan non-formal menuntut pendanaan yang lebih baik
dan lebih berkelanjutan dan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah,
lembaga pendidikan, LSM, sektor swasta dan masyarakat itu sendiri
(Latchem, 2018: 73). Pemerintah dan organisasi masyarakat tentunya
mempunyai tindakan untuk mengembalikan lingkungan yang tercemar
kepada mayarakat lokal Bangka Belitung. Pendidikan masyarakat dari
pandangan Suprijanto (2005: 2) sebagai suatu gerakan pendidikan yang
ditujukan bagi persekutuan-persekutuan hidup sehingga masyarakat
mempunyai pandangan, sikap, kebiasaan, dan kemampuan tertentu.
Pemerintah mengambil peran civil society menjadi sangat penting dan bekerja
sama dalam bidang pengelolaan lingkungan (Palmer, 2003:223).

Pembelajaran dapat dilakukan baik formal maupun non formal sangat
penting dalam proses pendidikan yang disampaikan oleh berbagai lembaga-
lembaga pemerintah dan asosiasi masyarakat untuk menerapkan kegiatan
yang menarik. Pada tingkat pendidikan non-formal, pendidikan lingkungan
dan kesadaran publik telah menjadi perhatian NGO (Palmer, 2003: 220).

Pemikiran pendidikan di India telah lama menghargai masyarakat sebagai
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sumber belajar. Program Pendidikan Ekologi dan Sumber Daya Alam
(Ecology and Natural Resource Education) dilaksanakan oleh LSM memiliki
potensi  untuk  berkontribusi pada pendidikan  berkualitas  dan
kewarganegaraan demokratis. Upaya masyarakat dan LSM tidak mencukupi
sehingga diperlukan keterlibatan pemerintah untuk menempatkannya sebagai
agenda universal untuk pendidikan kewarganegaraan (civic education)
(Ghosh, 2015: 21). Kajian Makowski (2011: 21) menyatakan bahwa
pendidikan kewarganegaraan non-formal dilaksanakan secara terorganisir
tetapi di luar sistem pendidikan, misalnya dapat diarahkan oleh LSM pada
semua usia dan kelompok kejuruan. Sistem pendidikan yang dilakukan LSM
diharapkan memberikan pelayanan sosial secara teroganisisir kepada
kelompok masyarakat yang membutuhkan secara langsung.

Upaya pembentukan karakter peduli lingkungan mempunyai sistem
yang dibangun sesuai dengan pengembangan gerakan kewarganegaraan
ekologis yang baik. Penelitian Prasetiyo & Budimansyah (2016: 177)
menyatakan bahwa pemberian pengetahuan dan keterampilan menjadikan
masyarakat cerdas, kritis dalam menerapkan pendidikan karakter peduli
lingkungan. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan
pendidikan karakter salah satu melalui jalur pendidikan non formal.
Penguatan pendidikan karakter melibatkan dan kerja sama antara satuan
pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional
Revolusi Mental (GNRM). Karakter peduli lingkungan sangat diperlukan

dalam pendidikan non-formal melalui pemerintah daerah dan organisasi
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berbasis lingkungan yang ada di masyarakat ditempatkan sebagai landasan
untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan
masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab
berdasarkan falsafah Pancasila.

Pendidikan kewarganegaraan berbasis masyarakat berkaitan dengan
lingkungan hidup disebut dengan kewarganegaraan ekologis (ecological
citizenship). Pembangunan berkelanjutan diharapkan akan dapat dicapai
pendapatan masyarakat membaik, pendapatan yang merata serta
terpeliharanya lingkungan hidup sehingga tercapainya kesejahteraan
masyarakat. Palmer (2003: 212) mengemukakan bahwa partisipasi populer
dalam penyelesaian masalah lingkungan untuk mencapai pembangunan
berkelanjutan. Proses pembangunan berkelanjutan terdapat siklus hubungan
yang kompleks antara produksi ekonomi, Sumber daya alam, distribusi
pendapatan, dan lingkungan hidup, siklus tersebut melibatkan masyarakat
dalam keseluruhan pembangunan (Soetomo, 2010: 391).

Berdasarkan uraian yang disampaikan peneliti mengkaji sejauhmana
gerakan kewarganegaraan ekologis sebagai upaya pembentukan karakter
peduli lingkungan di Bangka Belitung. Hasil dalam penelitan ini diharapkan
mampu menyajikan informasi yang berkaitan dengan gerakan lingkungan
yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi berbasis lingkungan dalam

upaya pembentukan karakter peduli lingkungan.
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B. Identifikasi Masalah

Masalah-masalah yang dikemukakan peneliti berkaitan fenomena

tersebut dapat dipahami, dikaji berdasarkan latar belakang masalah.

Identifikasi masalah tersebut sebagai berikut.

1.

Kerjasama pemerintah, organisasi berbasis lingkungan dan masyarakat
dalam  menangani  isu-isu  lingkungan  merupakan  gerakan
kewarganegaraan ekologis untuk mewujudkan kesadaran masyarakat
Gerakan protes izin usaha penambangan dan tuntutan pencabutan izin
usaha pemanfaatan hasil hutan tanaman industri yang memungkinkan
terjadinya konflik kepentingan antar sektor pertambangan dan
masyarakat lokal.

Kurang berfungsinya aparatur penegak hukum dan pengawasan dalam
menindak para penjahat lingkungan.

Penerapan kewarganegaraan ekologis dalam membentuk karakter peduli
lingkungan di Bangka Belitung belum terlaksana dengan baik dan

optimal.

C. Fokus dan Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, rumusan

masalah dapat diuraikan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut.

l.

Bagaimana gerakan kewarganegaraan ekologis sebagai upaya
pembentukan karakter peduli lingkungan di Bangka Belitung?
Faktor apa saja yang menjadi penghambat pembentukan karakter peduli

lingkungan di Bangka Belitung?
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3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pembentukan
karakter peduli lingkungan melalui gerakan kewarganegaan ekologis di
Bangka Belitung?

Tujuan Penelitian

Berdsarkan rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini maka
tujuan penelitian ini antara lain untuk:

1. Mengetahui gerakan kewarganegaraan ekologis sebagai upaya
pembentukan karakter peduli lingkungan di Bangka Belitung.

2. Mengetahui faktor apa saja menjadi penghambat pembentukan karakter
peduli lingkungan di Bangka Belitung

3. Mengetahui upaya mengatasi hambatan pembentukan karakter peduli
lingkungan melalui gerakan kewarganegaan ekologis di Bangka Belitung

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut.

1. Secara Teoretis
Secara teoretis penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran
bagi instansi lembaga pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan lembaga non pemerintah
seperti, WALHI dan GAPABEL mengenai pembentukan karakter peduli
lingkungan.

2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi

beberapa pihak sebagaimana diuraikan sebagai berikut.
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a. Bagi masyarakat, diharapkan dengan adanya penelitian ini

kesadaran masyarakat akan pentinya pelestarian lingkungan hidup
khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitug sehingga dapat
menjadi warga Negara yang baik.

. Bagi lembaga pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diharapkan dengan hasil
penelitian ini dapat membuat peraturan dan sanksi yang tegas
agar masyarakat dan perusahaan-peusahaan sadar akan kelestarian
lingkungan hidup.

. Bagi lembaga non pemerintah WALHI dan GAPABEL, diharapkan
dapat memberikan sumbangsih keterampilan warga dalam menjaga
kelestarian lingkuangan hidup warga dalam meningkatkan kehidupan

yang lebih baik.
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